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ABSTRAK  

PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DI KOTA METRO  

DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI’AH 

(Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro) 

Oleh:  

ARIZA SAPUTRA 

NPM. 1702090002 
 

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang Praktek Jual 

Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro Ditinjau Dari Hukum Ekonomi 

Syari‟ah(StudiKasus Petani Ikan di Kota Metro), untuk menjawab permasalahan 

bagaimana Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro apakah sudah benar 

dan sesuai menurut hukum agama Islam dan hukum ekonomi syari‟ah, serta sudah 

dijalankan atau belum khususnya di Kota Metro. 

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan 

dokumentasi.Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir 

deduktif.Hasil penelitian menjelaskan Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota 

Metro Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari‟ah(StudiKasus Petani Ikan Di Kota 

Metro). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli ikan petani ikan 

di Kota Metro ditinjau dari hukum ekonomi syari‟ahmasih saja ada kerugian 

terhadap penjual/petani peternakan ikan yang ada di Kota Metro ini menyebabkan 

kerugian dalam akad jual beli tersebut, yang mana seharusnya dalam jual beli 

antara penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keuntungan satu sama lain, 

karena dalam sistem jual beli harus ada kesepakan yang mana kedua belah pihak 

tidak ada yang dirugikan dan tidak ada keterpaksan antar belah pihak. 

 

Kata Kunci:  Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan Di Kota Metro Ditinjau Dari 

Hukum Ekonomi Syari‟ah 
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لغُِ  َ بََٰ َْ حَسۡبَُُ ۥُۚ إىَِّ ٱللََّّ ِ فَُِ لۡ عَلىَ ٱللََّّ كَّ َْ هَي ٌتََ َّ  
ثُ لََ ٌحَۡتسَِبُُۚ ٍۡ ٌشَۡصُقَُۡ هِيۡ حَ َّ

ءٖ قذَۡسٗا  ًۡ ُ لكُِلِّ شَ ٍُِۦۚ قذَۡ جَعَلَ ٱللََّّ  (٣,سْسة الـطلاق) ٣أهَۡشِ
Artinya: Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 

(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-

tiap sesuatu.(Q.S. At-Talaq: 3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur 

tentang hubungan antara sesama manusia.Manusia adalah makhluk sosial 

yang membutuhkan interaksi.Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil 

dan memberikan manfaat.Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi 

sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu 

mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. 

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai 

makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi 

segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh manusia 

untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli. Dalam praktik jual beli 

manusia diberi keleluasaan untuk menjalankannya, akan tetapi terdapat 

rambu-rambu yang harus ditaati ketika melaksanakannya. Seiring dengan 

perkembangan zaman, praktik jual beli kini beraneka ragam, jual beli yang 

dulu dianggap tidak layak kini berubah menjadi sebuah kegemaran, binatang 

yang dulu dianggap kurang bermanfaat, saat ini malah diminati dan banyak 

dicari oleh masyarakat.
1
 

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama 

sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi 

                                                 
1
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 101. 
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dalam koridor syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan aniaya terhadap 

sesama manusia, hal ini menunjukan bahwa Islam merupakan ajaran yang 

bersifat universal dan komprehensif.Dalam kegiatan ekonomi, Islam 

memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada 

umumnya dalam bentuk garis besar.Hal ini dimaksudkan untuk memberi 

peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab 

syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.Sebagai masyarakat sosial 

kita tidak terlepas dari aktifitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan 

primer layaknya makanan setiap hari. 

Jual beli (al-bay) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau 

sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu 

yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanbali, bahwa 

jual beli (al-ba‟i) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk 

pemindahan milik dan kepemilikan.Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i adalah jual beli antara benda dan benda, atau 

pertukaran antara benda dengan uang.
2
 

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di tiga (3) tempat 

peternakan ikan yang bebeda yang ada di Kota Metro terdapatkan beberapa 

informasi dari tiga (3) narasumber yang berbeda dalam praktek jual beli ikan 

petani ikan yang ada di Kota Metro, yang pertama narasumber Bapak Wahyu 

selaku pemilik peternakan ikan yang ada didesa ganjar asri kecamatan Metro 

barat Kota Metro bahwasanya bapak wahyu berpendapat proses panen 

                                                 
2
Mardani, 101. 
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peternakan ikan yang di kelola bapak wahyu tersebut dalam jangka waktu 6 

bulan dari penebaran bibit ikan ke kolam pembesaran, setelah ikan berumur 6 

bulan ikan dipanen pemilik kolam yaitu bapak wahyu setelah ikan terkumpul 

ikan dijual ke bakul dan langsung di timbang dengan timbangan gantung dan 

untuk harga perkilo ikan seharga 16.000-17.000 Ribu rupiah, sistem jual beli 

ikan yang dilakukan bapak wahyu dengan pihak bakul dengan sistem 

boxs/keranjang, satu keranjang ikan dengan berat 35 kilogram dan potongan 5 

kg, berat keranjang 2 kg dan 3 kg untuk bakul jadi bersih ikan dalam 

keranjang 30 kg hingga hitungan timbangan berikutnya.
3
 

Setelah itu narasumber kedua bapak Nursi pemilik peternakan ikan 

yang berada di desa iringmulyo 15A kecamatan Metro Timur, Kota Metro 

bahwasanya bapak Nursi berpendapat proses panen yang dilakukan bapak 

Nursi tersebut dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan ikan sudah siap panen 

dari bulan pertama penebaran ikan hingga 3 sampai 4 bulan sudah siap 

dilakukan pemanenan ikan dan siap di jual pengepul, bapak Nursi melakukan 

pemanenan ikan sendiri dan dibantu pihak keluarga mengumpulkan ikan dari 

kolam pembesaran untuk ditimbang dan dijual ke pemborong dengan 

timbangan duduk dan dengan sistem keranjang dengan berat 1 keranjang ikan 

berisi 40 kilogram ikan dan potongan 5 kg dari setiap keranjang (2 kg berat 

keranjang dan 3 kg untuk pengepul) jadi bersih timbangan ikan dengan berat 

35 kg, harga ikan perkilo 16.000 ribu perkg ikan.
4
 

                                                 
3
 Bapak Wahyu pemilik peternakan ikan ke1, wawancara hari Jum‟at 03 Juni 2022 

4
 Bapak Nursi pemilik peternakan ikan ke 2, wawancara hari Jum‟at 17 Juni 2022 
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Kemudian narasumber ketiga Bapak Santoso pemilik peternakan ikan 

yang berada di Jl. Stadion, Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro 

Lampung bahwasanya bapak santoso berpendapat proses panen ikan yang 

dilakukan bapak santoso tersebut dalam jangka waktu 3 bulan ikan sudah siap 

pemanenan dan siap dijual ke pihak bakul/pengepul, bapak santoso melakukan 

pemanenan ikan dengan keluarga untuk mengumpul kan ikan dari kolam 

pembesaran lalu ditimbangan menggunakan timbangan duduk kemudian 

dijual ke bakul/pengepul dengan harga 16.000 perkg dan sistem timbangan 1 

keranjang berisi ikan dengan berat 55 kilogram dan dipotong 5 kg untuk 

bakul/pengepul (2kg berat keranjang dan 3 kg untuk bakul/pemborong).
5
 

Dengan informasi dari ketiga petani ikan tersebut mereka mengalami 

kerugian dengan sistem akad jual beli tersebut, demikian akad yang dilakukan 

jual beli peternakan budidaya ikan yang ada di Kota Metro iniadalah 

menggunakan akad jual beli dengan cara penjual dan pembeli saling bertemu 

dan menimbang terlebih dahulu tetapi timbangan tersebut tidak sesuai dengan 

harga dan barang yang diperjual belikannya, tetapi kedua belah pihak tersebut 

mengetahui dan menyepakati meskipun ada kerugian terhadap penjual/petani 

budidaya ikan yang ada di Kota Metro ini menyebabkan kerugian dalam 

proses jual beli ikan tersebut. Berdasarkanlatarbelakang di atas, 

penulistertarikuntukmembahas dan meneliti penelitian ini dengan judul 

“Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro Ditinjau Dari Hukum 

Ekonomi Syari’ah” (Studi KasusPetani Ikan di Kota Metro). 

                                                 
5
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakangtersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana praktek jual beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro ? 

2. Bagaimana pandangan dalam hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan 

petani ikan yang ada di Kota Metro ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuanpenelitianiniadalahuntukmenjawabpermasalahanyangtelah 

dirumuskandalam perumusanmasalah, yaitu:  

a. Untuk mengetahui praktek jual beli ikan yang benar dalam hukum 

Islam. 

b. Untuk menambah wawasan terhadap jual beli ikan yang dilakukan 

para petani peternakan ikan yang ada di Kota Metro. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan di bahas, maka penelitian 

inidiharapkandapatmemberikanmanfaatdansignifikasibaiksecarateoritisdan 

praktisnya. 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikandanmenambahwawasanilmudandapatmenjadikan 

sumber inspirasi dan referensi bagi seseorang yangingin mendalami dan 

menggali tentang masalah yang berkaitandengan masalah hukum dalam 
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pandangan Islam terhadappraktek jual beli ikan petani ikan yang ada di 

Kota Metro. 

b. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini di harapkan agar dapat 

menumbuhkankesadaran bagi para peternak ikan untuk mengikuti 

syariat Islamdalam pelaksanaanpraktek jual beli ikan dalam hukum 

ekonomi syari‟ah sertamemberikan kejelasan pada semua pihak baik 

penjual maupunpembeli. 

D. Penelitian Relevan 

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan 

penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan 

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-

penelitian sejenis yang telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat 

tema yang sama yakni mengenai praktek jual beli ikan didesa ganjar asri 

menurut Hukum ekonomi syariah diantaranya:  

1. Riza Fahlevi Npm.1521030416 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Ikan dengan Sistem Sebar pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di 

Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota 

Bandar Lampung)”. Salah satu permasalahan di Kelurahan Sepang Jaya 

Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung ada suatu pemancingan 

yang melakukan jual beli ikan dengan sistem sebar dalam memancing, 

maksud dari sistem sebar adalah pembelian ikan diawal yang ditetapkan 

pengelola pemancingan yaitu ½ kg dengan harga Rp. 17.000, - dihari senin 
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s/d jum‟at dan Rp.22.000, - dihari sabtu dan minggu untuk tiap satu peserta 

dan ikan tersebut ditimbang untuk disebar ke kolam pemancingan setelah 

itu pemancing dapat memancing ikannya dengan cara memancing sesuai 

waktu yang telah ditentukan yaitu dengan 2 sesi waktu yaitu pukul 14: 00 

s/d 16: 00 WIB untuk sesi waktu pertama dan untuk sesi waktu kedua 

dimulai pukul 16: 00 s/d 18: 00 WIB, apabila tiba habis waktu sesi pertama 

ikan masih banyak dikolam dan para peserta yang ingin ikut memancing 

lagi wajib membayar dengan tarif harga yang sama untuk sesi waktu kedua 

dan pengelola pemancingan menyebar kembali ikan dari jumlah peserta 

yang ikut membayar tersebut, mengenai hal tersebut suatu permaslahannya 

hampir sama dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti tetapi 

sedikit memiliki perbedaan mengenai systemnya karena peneliti membahas 

tentang paraktek jual beli ikan sedang di dalam judul dan permasalahan 

skripsi tersebut mengenai system pemancingan dan serta tarifnya. 

2. IrinSahfitria1321030016 “TinjauanHukumIslamTentangJualBeliIkan 

DenganCaraMemancing (Studi di 

PemancinganFlobamoraDesaSukajayaLempasingKecamatanPadangCermin

KabupatenPesawaranLampung)” dari judul skripsi ini adalah suatu kajian 

tentang bagaimana tinjauan hukumIslam tentang praktik jual beli ikan 

dengan cara memancing yang dilakukan di 

pemancinganFlobamoraDesaSukajayaLempasingKecamatanPadangCermin 

Kabupaten Pesawaran Lampung, dilihat /ditinjau dari sudut 

kacamataIslam.tetapi perbedaan dalam skripsi peneliti peneliti lebih 
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memfokuskan pada praktek jual bel ikan dalam hukum Islam, 

makapenelitidapatmenyimpulkansebagai berikut:  

Menurut analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian jualbeli yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sah menuruthukum Islam karena 

semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.Terkait dengan sesuai atau tidak 

sesuainya harga dengan barang yang dijual belikan tetapi menurut hukum 

Islam karena metode atau permasalahan peneliti itu termasuk khiyar yang 

berarti merugikan salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Jual Beli 

1. PengertianJual Beli 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut al-ba‟i yang 

menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.
1
 Jual beli adalah 

menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan.
2
 

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) 

dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut 

Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta 

dengan harta untuk kepemilikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES 

menyebutkan bahwa bai‟ merupakan jual beli antara benda dengan benda, 

atau pertukaran antara benda dengan uang.
3
 

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

                                                 
1
Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 67. 

2
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67. 

3
Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi 

Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan 

Pekanbaru, ” Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 01, 2021, 4 
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dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan 

disepakati.
4
 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa 

jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan 

uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual 

maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan 

dibenarkan oleh syariat Islam.. 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. 

a. Rukun Jual Beli  

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai 

berikut:  

1) Berakal  

2) Akad itu adalah orang yang berbeda (ada pembeli dan penjual) 

3) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) 

4) Baligh atau dewasa5 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual 

beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), 

berakal, bukan dipaksa dan baligh. 

 

                                                 
4
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 68-69 

5
Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi 

Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan 

Pekanbaru,” Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 01, 2021, 5 
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b. Syarat Jual Beli  

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli 

yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:  

1) Syarat-syarat orang yang berakad  

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli itu harus memenuhi syarat:  

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil 

yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. 

jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual 

beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang 

berakad itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah.  

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
6
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang 

yang melakukan akad dalam jual beli harus berakal dan merupakan 

orang yang berbeda, yang artinya seseorang tidak dapat menjadi 

penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan. 

2) Syarat-syarat yang terkait dalam Ijabqabul 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat Ijab dan 

Qabul adalah sebagai berikut:  

                                                 
6
Azani, Basri, dan Nasution, 71–72. 
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a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut 

jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.  

b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antaraijab dan qabul tidak 

sesuai maka jual beli tidak sah.  

c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 

topik yang sama.7 

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan ijab dan 

qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap 

mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta 

menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa 

ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di 

swalayan.
8
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

syarat terkait ijab dan qabul, diwajibkan orang yang 

mengucapkannya telah baligh dan berakal, Qabul harus sesuai 

dengan ijab dan Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu 

majlis.Namun, pada sekarang ini, terdapat beberapa jual beli 

dilakukan tanpa dengan ucapan, tetapi dapat dilakukan dengan 

tindakan. 

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma‟qud „alaih)  

                                                 
7
Azani, Basri, dan Nasution, 73. 

8
Azani, Basri, dan Nasution, 73–74. 
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Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang 

diperjualbelikan sebagai berikut:  

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.  

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab 

itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual 

beli, karena dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti ini 

tidak bermanfaat bagi muslim.  

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual-

belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan 

emas ini belum dimiliki penjual.  

d) Barang yang diperjualbelikan boleh diserahkan saat akad 

berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika 

transaksi berlangsung.9 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada 

syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan, diwajibkan 

barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.Barang 

tersebut juga dapat dimanfaatkan dan bermanfaat.Selain itu, barang 

tersebut juga merupakan milik seseorang.Untuk penyerahan 

                                                 
9
Azani, Basri, dan Nasution, 75–76. 
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barang, dapat dilakukan pada saat akad, maupun tidak pada saat 

akad, namun pada waktu yang telah ditentukan pada akad. 

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)  

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai 

tukar(harga barang) sebagai berikut:  

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya.  

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum 

seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga 

barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu 

pembayarannya harus jelas.  

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai 

tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara‟, seperti babi 

dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai 

menurut syara‟.10 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada 

syarat terkait dengan nilai tukar yakni harga harus jelas jumlahnya, 

pembayaran harus jelas, apabila jual beli dengan tukar menukar 

barang, maka barang yang dijadikan objek penukaran harus barang 

yang tidak diharamkan dalam Islam.  

                                                 
10

Azani, Basri, dan Nasution, 76–77. 
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Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di 

atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:  

 

1) Syarat sah jual beli.  

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap 

sah apabila:  

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 

diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun 

kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu 

mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya 

syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.  

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 

barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang 

dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai 

pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai 

kebiasaan setempat.11 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli 

itu telah sah apabila terhindar dari cacat, dan barang yang 

diperjualbelikan boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang 

dikuasai penjual apabila benda itu merupakan benda bergerak. 

Sedangkan apabila barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli 

setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat. 

                                                 
11

Azani, Basri, dan Nasution, 77. 
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2) Syarat yang terkait dengan jual beli 

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, 

barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang 

yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh 

dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki 

kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan 

langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang 

bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil 

harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli 

seperti ini disebut Ba‟i Fudhuli.12 

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat 

para ulama fiqih. Ulama Madzhab Hanafi membedakan antara 

wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. 

Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, 

maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang 

diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli 

barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat 

persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzhab 

Syafi‟i dan Az Zahiri Ba‟i Fudhuli tidak sah sekalipun diizinkan 

orang yang mewakilkannya itu.13 

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli 

                                                 
12

Azani, Basri, dan Nasution, 77. 
13

Azani, Basri, dan Nasution, 77–78. 
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Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat 

mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar 

(hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila 

jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum 

mengikat dan masih boleh dibatalkan.14 

3. DasarHukum Jual Beli 

Jual beli sebagai bagian dari mu‟amalah mempunyai dasar hukum 

yang jelas, baik dari Al-Qur‟an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma‟ ulama 

dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu‟amalah, 

akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk 

saling tolong menolong sesama manusia. 

a. Dasar dalam Al-Qur‟an 

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:  

يُ  طََٰ ٍۡ اْ لََ ٌقَُْهُْىَ إلََِّ كَوَب ٌقَُْمُ ٱلَّزِي ٌتَخََبَّطَُُ ٱلشَّ َْٰ بَ ٱلَّزٌِيَ ٌأَۡكُلُْىَ ٱلشِّ

مَ  حَشَّ َّ عَ  ٍۡ ٱُلۡبَ أحََلَّ ٱللَِّ َّ  
ْۗ
اْ َْٰ بَ عُ هِثۡلُ ٱلشِّ ٍۡ اْ إًَِّوَب ٱلۡبَ  ْ نُۡ قبَلُ لكَِ بأًََِِّ هِيَ ٱلۡوَسُِّۚ رََٰ

 ِِۖ أهَۡشٍُُ ۥ إلِىَ ٱللََّّ َّ بِّۦَِ فٱًَتَِىََٰ فلَََُۥ هَب سَلفََ  ي سَّ عِظَتٞ هِّ ْۡ  فوََي جَب ءٍَُۥ هَ
ُۚ
اْ َْٰ بَ ٱلشِّ

لذُِّىَ  بُ ٱلٌَّبسِِۖ ُنُۡ فٍِِبَ خََٰ ئكَِ أصَۡحََٰ
لََٰ  ّْ ُ هَيۡ عَبدَ فأَ سْسة ) ٢٧٥َّ

 (٢٧٥,البقشة
Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual 

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya” 

 

 

 

                                                 
14

Azani, Basri, dan Nasution, 78. 
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2) Firman Allah dalam surat Al-Isra‟ ayat 35 

أحَۡسَيُ  َّ شٞ  ٍۡ لكَِ خَ
صًُِْاْ بٱِلۡقسِۡطَبسِٱلۡوُسۡتقٍَِنُِۚ رََٰ َّ لَ إرَِا كِلۡتنُۡ  ٍۡ فُْاْٱلۡكَ ّۡ أَ َّ

ٌِّلٗا   (٣٥,سْسة الإسشاء) ٣٥تأَۡ
Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah 

yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”
15

 

3) Firman Allah dalam surat Al-Nisa‟ ayat 29:  

شَةً  طِلِ إلََِّ  أىَ تكَُْىَ تجََِٰ ٌكَُن بٱِلۡبََٰ ٍۡ لكَُن بَ ََْٰ اْ أهَۡ  ْ بَٱلَّزٌِيَ ءَاهٌَُْاْ لََ تأَۡكُلُ أٌَُِّ
 ٌََٰ

َ كَبىَ بكُِنۡ سَحٍِوٗب  اْ أًَفسَُكُنُۡۚ إىَِّ ٱللََّّ  ْ ُ لََ تقَۡتلُ َّ ٌكُنُۡۚ   ٢٩عَي تشََاضٖ هِّ

 (٢٩,سْسة الٌسبء)
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
16

 

 

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan 

denganmenyempurnakantakaran dan timbangan. 

b. Dasar dalam Al-Sunnah 

سُئِلَ النَّبُِّ صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قاَلَ عَمَلُ 
رُوْرٍ   (رواه االبزار والحاكم(الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ

                                                 
15

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 

285. 
16

Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2016), 22. 
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Artinya:“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) 

apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; 

pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli 

yang baik.”(HR. Bazzar dan al-Hakim) 

Hadits tentang jual beli di atas menerangkan bahwa pekerjaan 

yang paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis 

sendiri dengan menerapkan sikap jual beli Islam. 

 َ   َِلُّ ِ مْرٍِ   بَِيْعُ سِلَْ  ةً  َ ْ لَمُ أَ َّ ِ اَ َ ااةً ِ  َّ أَْ بَ رَهُ 
Artinya: “Tidak hala bagi seseorang menjual barang dagangan 

yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecualiia beritahukan 

(kepada pembeli, -pent.).” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ath-

Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim.)
17

 

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang  

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah 

Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe‟i meringkasnya 

sebagai berikut:  

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad) 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih 

apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan 

mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang 

tidak sah jual belinya adalah berikut ini: 

1) Jual beli orang gila. Ulama‟ fiqih sepakat bahwa jual beli orang 

gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk. 

                                                 
17

Syaikh al-Albani, Shahih At-Targhib Wat Tarhib, (Jakarta, 2002), 1775. 
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2) Jual beli anak kecil. Ulama‟ fiqih juga sepakat bahwa jual belinya 

anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam 

perkara-perkara yang ringan atau sepele.  

3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih 

menurut jumhur ulama‟ jika barang yang dibelinya diberi sifat 

(diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama‟ syafi‟iyah, 

jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan 

barang yang jelek dan yang baik. 

4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama‟ Hanafiyah, jual beli orang 

terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing 

pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, 

keabsahan ditangguhkan sampain rela (hilang rasa terpaksa). 

Menurut ulama‟ Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. 

Adapun menurut ulama‟ Syafi‟iyah dan Hanbaliyah jual beli 

tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad. 

5) Jual beli fudhul,adalah jual beli milik orang tanpa seizin 

pemiliknya. Menurut ulama‟ Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli 

ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut 

Hanbaliyah dan Syafi‟iyah, jual beli fudhul tidak sah.  

6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah 

terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur 

ulama‟ selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang 

mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan 

bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditangguhakan 

kepada izin ahli waris. Menurut ulama‟ Malikiyah seperti dari 

hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti 

rumah, tanah, dll. 

7) Jual beli malja‟, yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan 

bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zhalim. Jual beli 

tersebut fasid menurut ulama‟ Hanafiyah dan batal menurut 

Hanbaliyah.
18

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli 

terlarang sebab ahliah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang 

dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena 

terpaksa,jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang 

terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya. 

b. Terlarang sebab sighat  
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Ulama‟ fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang 

didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada 

kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak 

berpisah oleh suatu pemisah.Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan 

tersebut dipandang tidak sah.Berikut ini beberapa jual beli yang 

dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama‟: 

1) Jual beli Mu‟athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak 

akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak 

memakai ijab qabul. Jumhur ulama‟ menyatakan shahih apabila 

ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya ijab 

qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan 

keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang 

sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat. 

2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau 

utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya 

surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika qabul 

melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak 

sampai ke tangan yang dimaksud. 

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad 

dengan isyarat atau tulisan khsususnya bagi yang uzur sebab sama 

dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada 

dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya 

jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah. 

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Ulama‟ fiqih 

sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat 

adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad. 

5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak 

sah menurut kesepakatan ulama‟. Akan tetapi jika lebih baik 

seperti meninggikan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, 

sedangkan ulama‟ Syafi‟iyah menganggapnya tidak sah. 

6) Jual beli Munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini 

dipandang fasid menurut ulama‟ Hanafiyah, dan batal menurut 

jumhur ulama‟.
19

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli 

yang terlarang sebab sighat antara lain yaitu: jual beli mu‟athah, jual 
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beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual 

beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz. 

 

 

c. Terlarang sebab Ma‟qud „alaih (Barang Jualan) 

Secara umum ma‟qud alaih adalah harta yang dijadikan alat 

pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi‟ 

(barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma‟qud 

alaih antara lain sebagai berikut. 

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 

Jumhur ulama‟ sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau 

dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah. 

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual 

burung yang ada diudara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak 

berdasarkan syariat.  

3) Jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung 

kesamaran.  

4) Jual beli barang yang na‟jis atau terkena na‟jis. Ulama‟ sepakat 

tentang larangan jual beli barang yang na‟jis seperti khamar. Akan 

tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena na‟jis 

yang tidk mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena 

bangkai tikus. Ulama‟ Hanafiyah membolehkan untuk barang yang 

tidak dimakan, dan ulama‟ Malikiyah membolehkannya setelah 

dibersihkan. 

5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama‟ empat bahwa 

dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air 

yang disimpan ditempat pemiliknya. Sebaliknya ulama‟ Zhahiriyah 

melarang secara mutlak. 

6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Ketidak-jelasannya 

dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna 

milikinya. 

7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama‟ Hanafiyah 

melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum 

dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama‟ 

Syafi‟iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas 

makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur. 
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8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat 

buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum 

matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama‟.
20

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli 

terlarang sebab Ma‟qud „alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli 

benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, 

jual beli gharar, jual beli barang yang na‟jis, jual beli air, dan jual beli 

sesuatu yang belum dipegang. 

d. Terlarang sebab syara‟  

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi 

persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah 

yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai 

berikut:  

1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut 

ulama‟ Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama‟ 

2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan 

3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, yakni mencegat 

pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga 

orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama‟ 

Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid. 

4) Jual beli waktu adanya azan jum‟at, yakni bagi laki-laki yang 

berkewajiban melaksanakan shalat jum‟at. 

5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama‟ 

Hanafiyah dan Syafi‟iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. 

Sedangkan menurut ulama‟ Malikiyah dan Hanbaliyah adalah 

batal. 

6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang 

sampai anaknya besar dan dapat mandiri. 

7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah 

sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. 

Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan 

sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi. 

8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat 

tersebut baik. Seperti ungkapan “ Saya akan membeli baju ini 
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dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula dengan 

Malikiyah dan Syafi‟iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi 

salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut 

Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu 

pihak yang melakukan akad.
21

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang 

terlarang sebab syara‟ antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari 

uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual 

beli waktu adanya azan jum‟at, jual beli anggur untuk dijadikan khamar, 

jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang 

sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat. 

B. Hukum Ekonomi Syari’ah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal 

yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh 

orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak 

badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang 

tercantum dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. Secara 

etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai 

"hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut 

pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal 

tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau 
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tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi 

maupun tata hukum bermasyarakat.
22

 

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti 

Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada 

dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi 

oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat 

membutuhkan hukum untuk mengatur guna meciptakan tertib hukum dan 

menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi 

ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan 

dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai 

sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.
23

 

2. Rukun bai’ dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Rukun bai‟ dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:  

a. Pihak-pihak 

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas 

penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut 

(Pasal57KHES). 

b. Objek 

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang 

terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES). 

c. Kesepakatan 
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Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh 

kedua pihak.Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan 

isyarat.Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 

ayat 1 dan 2 KHES). 

1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan 

usaha (Pasal 60 KHES). 

2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga 

maka akan terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).
24
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakanpenelitianlapangan (field research), yaitu 

studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara 

langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak 

terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk 

menentukan fokus kajian.
1 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung 

permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang 

diinginkan secara maksimal.Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Peternakan Ikan Yang Ada di Kota Metro.Oleh karena itu pada 

penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli 

Ikan di Kota Metro dalam Hukum Ekonomi Syari‟ah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu format penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau 
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konteks natural (natural setting) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat 

mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.
2
 

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan 

angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa 

gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Praktek Jual Beli Ikan di 

Kota Metro Dalam Hukum Ekonomi Syari‟ah di Kota Metro Lampung 

yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh 

kesimpulan. 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber yang dapat memberikan informasi tentang 

objek penelitian berupa tulisan. Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 

dua sumber yaitu:  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data 

dihasilkan.
3
 Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 

peternakan ikan/penjual (Bapak Wahyu) selaku narasumber pertama, 

Bapak Nursi selaku narasumber kedua, dan Bapak Santoso selaku 

narasumber ketiga. 

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari tiga tempat 

peternakan budidaya ikan yang ada di Kota Metro. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan 

mempelajari buku-buku, literatur, serta sumber-sumber data lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan buku-buku dan dokumen berkaitan dengan survey langsung 

kelapangan yang ada di Peternakan yang ada di Kota Metro. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data 

antara lain yaitu:  

1. Teknik Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
4
 Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpinyaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman 

yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi 

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila 

ternyata ia menyimpang.
5
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada 

peternak ikan/penjual (Bapak Wahyu) selaku narasumber pertama, Bapak 

Nursi selaku narasumber kedua, dan Bapak Santoso selaku narasumber 

ketiga. 

2. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu 

dalam pengumpulan data melalui teknik dokumentasi (teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui 

dokumen).
6
 

Teknik ini digunakan sebagai penunjang pengumpulan data 

melalui proses wawancara sekaligus untuk memperoleh data mengenai 

praktek jual beli ikan petani ikan yang ada di Kota Metro Lampung. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan 

pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis 

data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan 

pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara 

berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data 

yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan 
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kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir 

maupun memikirkan susunan laporan akhir.
7
 

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan 

diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang 

berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, 

dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat 

berlaku secara umum.
8
 

Maksud dari uraian di atas pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta 

yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang ingin diteliti adalah 

mengenai praktek jual beli ikan petani ikan yang ada di Kota Metro, sehingga 

ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan 

penelitian yang telah ditentukan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Lokasi Penelitian  

Kota Metro Secara geografis, meliputi areal daratan seluas 68, 74 KM 

2 dengan ibukota mitra yang terletak di kelurahan Metro kecamatan Metro 

pusat Kota Metro terletak pada bagian tengah provinsi lampung yang 

berbatasan dengan:  

1. Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur di sebelah Utara. 

2. Kabupaten Lampung Timur di sebelah Selatan. 

3. Kabupaten Lampung Timur di sebelah Timur. 

4. Kabupaten Lampung Tengah di sebelah Barat. 

Secara geografisKota Metro terletak pada kedudukan:  

1. Timur-barat antara: -105° 15 bujur timur sampai 105° 20 bujur timur 

2. Utara-selatan antara: -5° lintang selatan sampai 5° 10 lintang selatan.
1
 

B. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Metro dengan luas wilayahnya yang 0, 19 persen dari luas Propinsi 

Lampung ini, memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Pertanian dan 

peternakan menjadi penyumbang kegiatan ekonomi pertanian di samping 

perdagangan besar dan eceran. Pertanian dan perdagangan ini menjadi tulang 

punggung perekonomian penduduk.Pertanian yang menjadi penyangga 
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ekonomi penduduk Metro beragam jenis yang terdiri atas padi sawah dan 

palawija. 

Jumlah penduduk masyarakat di Kota Metro sebanyak 173.572 jiwa 

dalam catatan Disdukcapil tahun 2022, terdiri dari 87.490 laki-laki dan 86.082 

perempuan. Dari jumlah penduduk di Kota Metro tersebut, berdasarkan 

penyebarannya terbanyak di kecamatan Metro pusat dengan jumlah 54.627 

jiwa, disusul Metro timur dengan jumlah40.133 jiwa, Metro utara 32.575 jiwa, 

dan kecamatan Metro selatan 17.795 jiwa. 

Lampung merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi yang 

memiliki kontribusi cukup besar dalam budidaya ikan air tawar yang 

dilakukan petani yang ada di Kota Metro.Keberhasilan ini tidak terlepas dari 

setiap kabupaten atau kota di wilayah Lampung yang memproduksi atau 

membudidayakan komoditas jenis ikan air tawar. Salah satukota di Provinsi 

Lampung diantaranya yaitu Kota Metro. Komoditas ikan air tawar yang 

banyak dibudidayakan di Kota Metro yaitu ikan gurame, ikan lele, ikan patin 

dan ikan nila. 

C. Petani Ikan di Kota Metro  

Petani Ikan adalah Budidaya ikan atau peternakan adalah salah satu 

bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan ditangki atau 

ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, 

danrekreasi.
15

 Dengan upaya pembudidayaan yang dilakukan tersebut, maka 

akan terjadi suatu keseimbangan persediaan terhadap bibit ikan yang akan 

dikembangkan. Selain itu, upaya pencegahan terhadap eksploitasi sumber 
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daya ikan yang tidak terkendali akan merusak dan mengancam kelestarian 

sumber daya ikan dan pemanfaatan pembudidayaan ikan tersebut.
2
 

1. Jumlah Petani Ikan di Kota Metro  

Jumlah petani ikan di Kota Metro dari 100 % penduduk yang 

memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda namun sebagaian besar 

30% dari 100% penduduk Kota Metro memiliki usaha sampingan yaitu 

budidaya ikan konsumsi untuk diperjual belikan, banyak masyarakat yang 

tertarik dengan budidaya ikan ini karena ikan salah satu lauk yang 

digemari atau di sukai masyarakat lokal Metro maupun luar daerah. 

Budidaya ikan juga tidak banyak memakan waktu buat merawat 

ikan karena cukup memberi makan ikan pagi dan sore hari serta mengganti 

air kolam 2 minggu sekali maupun 1 bulan sekali tergantung kapasitas 

banyak ikan dalam kolam, jika air tidak diganti dalam kurun waktu ikan 

akan mati karena kekurangan oksigen dalam air. petani ikan juga budidaya 

dari berbagai jenis ikan air tawar mulai dari ikan lele, ikan gurame, ikan 

mas, patin dan lain-lain).  

Tabel. 4.1 

Petani Ikan di Kota Metro sebagai Narasumber 

No Petani Ikan 
Jenis 

Ikan 

Ukuran 

Kolam 

Jumlah 

Kolam 
Lokasi 

1 Wahyu Patin 
10 x 15 

Meter 
3 

Desa Ganjar 

Asri, Kec. 

Metro Barat 

2 Nursi Lele 4 x 5 Meter 8 

Desa 

Iringmulyo 

15A, Kec. 

Metro Timur 

                                                 
2
Supriadi&Alimudin, HukumPerikanandiIndonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  
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3 Santoso Lele 4 x 5 Meter 10 

Desa Tejosari, 

Kec. Metro 

Barat 

 

2. Lokasi Hasil Dari Wawancara 

Untuk lokasi wawancara berada dilokasi penelitian yang pertama 

langsung dipembudidayaan ikan milik bapak wahyu yang berada didesa 

ganjar asri, kecamatan Metro barat, di peternakan budidaya ikan milik pak 

wahyu ini mampu budidaya ikan dengan jumlah ribuat ikan patin dalam 

satu kolam pak wahyu melakukan budidaya ikan dengan jumlah 4000-

6000 ekor ikan patin dalam 1 kolam, wahyu juga dalam 1 tahun dapat 

panen 2 kali ikan patin dalam jangka waktu pembesaran 6 bulan untuk 

pemanenan ikan patin.Dari hasil pembesaran ikan bapak wahyu dapat 

menghasilkan 2000 kg dalam 1 kolam ikan patin dan pak wahyu memiliki 

3 kolam ikan patin, jadi 1 kali panen bapak wahyu mampu mendapatkan 

6000 kg dari 3 kolam ikan patin yang dimiliki bapak wahyu. 

Pendapatan kotor bapak wahyu 

 Harga ikan patin 16.000 /kg 

 Hasil dari penebaran 4000-6000 ikan patin mendapatkan 

2000 kg ikan patin 

 Hasil penjualan Rp16.000 x 2000 = 32.000.000 

Dari hasil penjualan 1 kolam ikan patin bapak wahyu yaitu 

mendapat 32.000.000 juta belum termasuk potongan pakan dan biaya 

operasional lainnya. 
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 Sedangkan dilokasi yang kedua langsung di pembudidayaan ikan 

milik bapak nursi yang berada di desa iringmulyo 15A, Kecamatan Metro 

Timur, di peternakan budidaya pak nursi ini mampu budidaya ikan hingga 

ribuan untuk dibesarka untuk di perjual belikan, nursi juga selaku pemilik 

peternakan budidaya ikan lele yang 1 kolam ikan lele berjumlah 2000 ekor 

ikan lele yang bisa mencapai 500 kg saat pemanenan, sedangkan bapak 

nursi memiliki 8 kolam ikan lele. Proses pemanenan ikan lele dalam 

setahun 3 kali panen ikan lele dengan jangka waktu panen lele 3 bulan 

sekali. 

Pendapatan kotor bapak Nursi 

 Harga ikan patin 16.000 /kg 

 Hasil dari penebaran 2000 ikan lele mendapatkan 500 kg 

ikan lele 

 Hasil penjualan Rp16.000 x 500 = 8.000.000 

Dari hasil penjualan 1 kolam ikan lele bapak nursi yaitu mendapat 

8.000.000 juta belum termasuk potongan biaya pakan dan biaya 

operasional lainnya. 

Lalu dilokasi yang ketiga didesa tejosari kecamatan Metro timur 

milik bapak santoso selaku pemilik peternakan pembudidayaan ikan 

dengan kapasitas ribuan perkolam ikan yang dimiliki bapak santoso, 

santoso mampu panen ikan dalam setahun 3 kali panen ikan lele untuk 

diperjual belikan.1 kolam ikan lele yang dimiliki bapak sentoso berjumlah 

2000 ekor ikan lele yang jika dalam pemanenan mendapatkan 500 kg. 
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Pendapatan kotor bapak Sentoso 

 Harga ikan patin 16.000 /kg 

 Hasil dari penebaran 2000 ikan lele mendapatkan 500 kg 

ikan lele 

 Hasil penjualan Rp16.000 x 500 = 8.000.000 

Dari hasil penjualan 1 kolam ikan lele bapak sentoso yaitu 

mendapat 8.000.000 juta per kolam ikan lele yang dimiliki bapak sentoso 

dan belum termasuk potongan biaya pakan dan biaya operasional lainnya. 

3. Jual Beli Dari Petani Ikan  

Dari ketiga Narasumber tersebut jual beli dari petani ikan yang 

dilakukan oleh narasumber tersebut terhadap observasi dan wawancara 

yang telah dilakukan yaitu:  

a. Wahyu selaku pemilik peternakan ikan yang ada didesa ganjar asri 

kecamatan Metro barat: sistem jual beli ikan yang dilakukan bapak 

wahyu dengan pihak bakul dengan sistem boxs/keranjang, 

perkeranjang ikan di timbang sebanyak 18 kali timbangan satu 

keranjang dalam hitungan timbangan 25, 35, 40, 45, 50 berulang-ulang 

hingga 18 kali dengan setiap penimbangan dipotong 5 kg, misalkan 

berat timbangan25 kilogram dan dipotongan 5 kg dengan alasan 

pengurangan kadar air dalam ikan dan berat keranjang, berat keranjang 

2 kg dan 3 kg untuk bakul jadi bersih ikan dalam keranjang 20 

kilogram hingga hitungan timbangan seterusnya di kurangi 5 kilogram 
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berat ikan. Dengan sistem timbangan seperti ini banyak petani 

budidaya ikan yang mengeluh karena besarnya potongan 5 kilogram 

berat ikan dan pemotongan terjadi berulang-ulang saat peroses 

menimbang ikan dalam boxs dalam 18 kali timbangan pertama dan 

seterusnya hingga berat ikan yang telah ditimbang mencapai 4 

kwintalikan. Karena pihak pembeli / bakul hanya diperbolehkan 

membeli ikan dengan kapasitas 4 kwintal ikan dalam sehari. Dengan 

harga jual pasaran yang sudah ditetapkan bakul/pemborong 16.000-

17.000 ribu perkilogram ikan. “Wahyu” 

b. Nursi pemilik peternakan budidaya ikan yang berada di desa 

iringmulyo 15A kecamatan Metro Timurbapak Nursi melakukan 

pemanenan ikan sendiri dan dibantu pihak keluarga mengumpulkan 

ikan dari kolam pembesaran untuk ditimbang dan dijual ke pemborong 

dengan timbangan duduk dan dengan sistem keranjang dengan 

hitungan timbangan 30 kg, 35 kg, 40, 45 kg, 50 kg berulang-ulang 

hingga 18 kali timbangan dan setiap sekali proses penimbangan di 

potong 5 kilogram untuk pemborong, contonya seperti berat 1 

keranjang ikan berisi 40 kilogram ikan dan dipotong 5 kilogram dari 

setiap timbangan keranjang (2 kilogram berat keranjang dan 3 kg 

untuk pengepul dengan alasan pengurangan kadar air dalam proses 

timbangan ikan) jadi bersih timbangan ikan dengan berat 35 kilogram 

setelah dipotong 5 kilogram, dengan harga jual ikan perkilo 16.000 
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ribu perkilogram ikan yang akan dijual kepada pengepul ikan yang 

sebelumnya sudah menjadi langganan bapak nursi. 

Dari potongan 5 kilogram setiap timbangan ikan dapat 

merugikan sebelah pihak yaitu dari petani pembudidaya ikan karena 

menguntungkan sebelah pihak dan merugikan satu pihak lainnya, 

namun pihak petani ikan tidak dapat menolak sistem jual beli ikan 

tersebut karena sudah dari jaman dulu sistem itu di pakai saat transaksi 

ikan di kolam budidaya ikan, meskipun banyak petani ikan yang 

mengeluh dengan sistem transaksi tersebut akan tetapi mau tidak mau 

petani ikan tetap menjual ikan dengan sistem tersebut yang sudah 

menjadi tradisi dala jual beli ikan antara pihak bakul/pemborong 

dengan petani ikan.”Nursi” 

c. Narasumber Santoso pemilik peternakan ikan yang berada di Jl. 

Stadion, Tejosaribapak santoso melakukan pemanenan ikan dengan 

keluarga untuk mengumpul kan ikan dari kolam pembesaran lalu 

ditimbangan menggunakan timbangan duduk kemudian dijual ke 

bakul/pengepul dengan harga 16.000 perkilogram dan sistem 

timbangan setiap keranjang ikan saat proses penimbangan di kurang 5 

kilogram untuk pihak bakul/pemborong (2kg berat keranjang dan 3 kg 

untuk angetan bakul/pemborong), dengan hitungan timbangan 30 kg, 

35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg berulang-ulang hingga 18 sampai 20 kali 

timbangan sampai mencapai 4 kwintal ikan. “Santoso”
3
 

                                                 
3
 Wawancara dengan petani Ikan 
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Sedangkan dari pihak bakul/pemborong menyatakan 

bahwasanya pengurangan 5 dari setiap timbangan itu untuk 

pengurangan berat keranjang 2 kg dan 3 kg untuk proses saat 

penjualan ikan kembali ke pasar dan proses timbangan menggunakan 

keranjang yang dilakukan berkali-kali untuk pengurangan angka 

kematian dari ikan, karena jika dilakukan timbangan dengan ikan yang 

banyak dan menumpuk akan banyak ikan yang mati “Gilang”
4
 

Dapat dilihat dari ketiga petani budidaya ikan tersebut setiap 

timbangan ikan dalam keranjang dipotongan 5 kilogram setiap 

timbangan ikan dapat merugikan sebelah pihak yaitu dari petani 

pembudidaya ikan karena menguntungkan sebelah pihak dan 

merugikan satu pihak lainnya, namun pihak petani ikan tidak dapat 

menolak sistem jual beli ikan tersebut karena sudah dari jaman dulu 

sistem itu di pakai saat transaksi ikan di kolam budidaya ikan, 

meskipun banyak petani ikan yang mengeluh dengan sistem transaksi 

tersebut akan tetapi mau tidak mau petani ikan tetap menjual ikan 

dengan sistem tersebut yang sudah menjadi tradisi dala jual beli ikan 

antara pihak bakul/pemborong dengan petani ikan. 

 

 

4. Cara Penetapan Kuantitas 

                                                 
4
 Wawancara dengan Bakul/pemborong 
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Proses cara penetapan kuantitas dari masing-masing petani ikan 

saat penjualan dengan bakul/pemborong ikan dominan sama ada juga yang 

berbeda. Dalam proses jual beli ikan petani juga terbagi dua cara; 

pertama mulai dari proses pengangkatan ikan dari kolam ikan yang 

langsung dikerjakan pihak bakul/pemborong sampai proses penimbangan 

dan proses packing ikan kedalam wadah yang sudah disediakan dilakukan 

oleh pihak bakul, namun dari setiap penimbangan ikan di kurangin 2000 

ribu rupiah untuk pihak bakul karena pihak bakul yang bekerja dari awal 

pengangkatan ikan dari kolam sampai peacking ikan, petani hanya terima 

beres dari total uang hasil penimbangan ikan. 

Sedangkan proses kedua, dilakukan pihak petani mulai dari 

pengangkatan ikan dari dalam kolam ikan hingga proses penimbangan 

ikan dan peacking ikan, pihak bakul hanya terima bersih ikan tersebut. 

Dari ketiga petani ikan yang ada di kota metro ini memilih caranya 

masing-masing saat proses menjual ikan tersebut ke bakul/pemborong 

ikan. Dalam penjualan ikan juga pihak bakul/pemborong hanya dapat 

membeli ikan dari petani berjumlah 4 kwintal ikan dalam sehari dan dapat 

membeli ikan dari petani dalam hari yang berbeda, dalam penetapan harga 

jual ikan langsung ditetapkan pihak bakul/pemborong mengikuti harga jual 

dalam pasar ikan, pihak petani hanya dapat mengikuti harga jual yang 

ditetapkan pihak bakul tanpa bisa bernegosiasi harga. Karena harga jual 

ikan yang ditetapka pihak bakul/pemborong sama dengan harga jual dalam 

pasar ikan. 
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Sedangkan dari pihak petani ikan merasa berat atau tidak adil 

karena harga pakan ikan yang sudah mulai mahal tidak setara dengan 

harga jual ikan dan petani juga tidak dapat bernegosiasi untuk menaikan 

harga jual ikan dari petani ke pihak bakul/pemborong karena harga pasar 

jual ikan yang seperti itu. Ditambah lagi dalam proses jual beli ikan 

dengan bakul setiap proses timbangan ikan dipotong 5 kilogram, misalkan 

timbangan 25 kilogram dipotong 5 kg jadi bersih timbangan ikan hanya 20 

kilogram dan itu berulang-ulang dalam proses penimbangan dan dalam 

jual beli tersebut juga harus ada kriteria khusus dari bakul/pemborong 

ikan, contohnya seperti jual beli ikan patin milik bapak wahyu, pihak 

bakul/pemborong hanya mengambil 1 ikan patin dengan berat ½ kg ikan, 

jadi 1 kg ikan patin dengan jumlah ikan 2. 

Tabel. 4.2 

Proses Timbangan Ikan 

N0 
Timbangan 

keranjang 

Pengurangan 

Berat Ikan 

Bersih 

Timbangan 

1 25 kg – 5 kg 5 kg 20 kg 

2 30 kg – 5 kg 5 kg 25 kg 

3 35 kg – 5 kg 5 kg 30 kg 

4 40 kg – 5 kg 5 kg 35 kg 

5 45 kg – 5 kg 5 kg 40 kg 

6 50 kg – 5 kg 5 kg 45 kg 

 

Dari tabel di atas pengurangan 5 kilogram dari setiap timbangan 

dilakukan berulang-ulang hingga 18 kali pengurangan 5 kilogram ikan. 

a. Wahyu selaku pemilik peternakan budidaya ikan yang berada di desa 

ganjar asri, kecamatan Metro Barat, Kota Metro, dalam proses 

penjualan yang dilakukan wahyu memakai sistem mulai dari 

pengangkatan ikan, penimbangan hingga peacking ikan kedalam 
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wadah yang telah di sediakan dilakukan sendiri oleh pihak wakyu 

selaku pemilik peternakan budidaya, dengan alasan karena wahyu 

masih mampu mengerjakan hal tersebut dengan keluarganya karena 

jika bakul yang mengerjakan setiap kilogram ikan akan di kurangi 

2000 ribu rupiah untuk upah bakul. Dari hal itu wahyu tidak mau 

karena uang 2000 dari setiap kg timbangan itu sangat berharga, dari 

pengurangan timbangan 5 kilogram setiap timbangan keranjang sudah 

membuat wahyu rugi karena uang pakan ikan tidak sesuai dengan 

pendapatan bersih dari hasil jual ikan tersebut, dari pendapatan hasil 

jual ikan masih akan dikurangi biaya pakan ikan belum lagi biaya 

untuk yang menjaga kolam ikan tersebut. “Wahyu” 

Dari sistem jual beli tersebut wahyu selaku pemilik peternakan 

budidaya ikan tidak sepakat dengan sistem penjualan tersebut karena 

merugikan sebelah pihak dari petani ikan dan menguntungkan 

bakul/pemborong.Akan tetapi pihak petani tidak punya daya untuk 

protes karena sistem seperti itu sudah turun temurun dan ikan juga 

harus dijual. 

b. Pemilik peternakan budidaya ikan yang ada didesa iringmulyo 15A, 

Kecamatan Metro Timur, Nursi juga memilih melakukan mengangkat 

ikan dari dalam kolam, menimbang hingga mempeacking ikan 

kedalam wadah yang telah di sediakan. Karena untuk mengurangi 

biaya tambahan buat pemborong ikan mengurus ikan mulai dari 

pengangkatan,menimbang hingga mempeacking ikan. 
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Nursi juga mengatakan bahwasanya dengan pengurangan 5 kilogram 

saat penimbangan dengan keranjang sangat merugikan petani karena 

hal itu petani di rugikan sebelah pihak dan menguntungkan pihak 

pemborong, akan tetapi nursi juga mengatakan bahwa petani tidak bisa 

menolak sistem itu karena ikan juga harus di jual, petani terpaksa 

mengikuti sistem jual beli ikan seperti itu. “Nursi”  

c.  Sama halnya dengan sentoso selaku pemilik peternakan budidaya ikan 

yang ada di desa tejosari, sentoso juga melakukan proses pengangkatan 

ikan dari kolam, menimbang hingga menpeacking ikan sendiri. 

Sentoso juga mengatakan dengan sistem timbangan keranjang yang di 

kurangi 5 kilogram dari setiap timbangan keranjang yang dilakukan 

pihak bakul/pemborong sangat merugikan petani, karena pengeluaran 

petani dari awal budidaya ikan hingga ikan dapat dijual membutuhkan 

proses yang lama dalam proses pembesaran ikan tersebut juga petani 

harus membeli pakan ikan untuk pertumbuhan ikan, belum juga dari 

100% bibit ikan yang di tebar dikolam dapat di panen semua, karena 

10% bahkan lebih ikan yang ditebar pasti banyak yang mati. Karena 

itu banyak petani yang mengeluh pendapatan dari jual beli ikan tidak 

sesuai dengan pengeluaran mereka untuk membeli pakan ikan dan 

lain-lain. “Sentosa” 

Dari pernyataan ketiga petani ikan tersebut dapat disimpulkan 

bahwasanya petani ikan tidak sepakat dengan sistem jual beli yang di 

terapkan pihak bakul/pemborong karena merugikan sebelah pihak yaitu 
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petani dan menguntungkan sebelah pihak dari bakul/pemborong, tetapi 

pihak petani ikan tidak dapat bernegosiasi apalagi harga ikan 

perkilogramnya sudah ditentukan pihak bakul dengan mengikuti pasaran 

ikan perkilogramnya. 

Dalam hukum islam juga jual beli yang benar adalah jika kedua 

belah pihak saling sepakat tanpa adanya keterpaksaan dan saling 

menguntung kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi dilapangan salah 

satu dari kedua belah pihak merasa rugi dengan sistem yang dijalankan 

pihak bakul/pemborong ikan. 

Jual beli juga adalah aktifitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh 

semua manusia, pada kenyataannya dimasyarakat jual beli terkadang 

menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. 

Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, 

pengambilan untung yang tidak sesuai dan lain sebagainya. 

Selain itu juga didalam islam mengajarkan agar perniagaan 

dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka atau sama-sama 

menginginkan, bukan karena paksaan apalagi keharusan yang merugikan 

salah satu pihak dalam berteransaksi.  

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Jual Beli Ikan Dari Petani Ikan 

di Kota Metro  

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap proses jual beli ikan dari 

petani ikan di Kota Metro yaitu Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih 
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disebut al-ba‟i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.
5
 Jual 

beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan 

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan.
6
 

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) 

dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam 

Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta 

untuk kepemilikan.BerdasarkanPasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa 

bai‟ merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara 

benda dengan uang.
7
 

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan 

disepakati.
8
Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa 

jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang 

yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun 

pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh 

syariat Islam.Rukun dan Syarat Jual Beli: Jual beli mempunyai rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh 

                                                 
5
 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 67. 

6
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67. 

7
Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi 

Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan 

Pekanbaru, ” Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 01, 2021, 4 
8
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 68-69 



 

 

47 

syara‟.Rukun Jual Beli yang diaturdalam KHES adalahsebagaiberikut: 

Berakal, Akadituadalah orang yang berbeda (adapembelidanpenjual), 

Dengankehendaksendiri (bukandipaksa), Balighataudewasa
9
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu 

meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), berakal, bukan 

dipaksa dan baligh. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual 

beli yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut: Para 

ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus 

memenuhi syarat: Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil 

yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.jumhur ulama 

berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan 

berakal. Adapun orang yang berakad itu mumayyiz, maka jual belinya tidak 

sah.Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.Artinya, seseorang 

tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus 

sebagai pembeli.
10

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang yang 

melakukan akad dalam jual beli harus berakal dan merupakan orang yang 

berbeda, yang artinya seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus 

pembeli dalam waktu yang bersamaan.Syarat-syarat yang terkait dalam 

Ijabqabul Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat Ijab dan Qabul 

adalah sebagai berikut:  

                                                 
9
Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi 

Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan 

Pekanbaru, ” Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3, No. 01, 2021, 5 
10

Azani, Basri, dan Nasution, 71–72. 



 

 

48 

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur 

ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.  

2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antaraijab dan qabul tidak sesuai maka 

jual beli tidak sah.  

3. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak 

yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.11 

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi 

diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar 

uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh 

penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di 

swalayan.
12

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam syarat 

terkait ijab dan qabul, diwajibkan orang yang mengucapkannya telah baligh 

dan berakal, Qabul harus sesuai dengan ijab dan Ijab dan qabul itu dilakukan 

dalam satu majlis.Namun, pada sekarang ini, terdapat beberapa jual beli 

dilakukan tanpa dengan ucapan, tetapi dapat dilakukan dengan tindakan. 

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma‟qud „alaih), Syarat-syarat 

yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut: Barang itu 

ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dapat dimanfaatkan dan 

bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak 

sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara‟ benda-benda 

seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Milik seseorang.Barang yang 

                                                 
11

Azani, Basri, dan Nasution, 73. 
12

Azani, Basri, dan Nasution, 73–74. 
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sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti 

memperjual - belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan 

emas ini belum dimiliki penjual.Barang yang diperjual belikan boleh 

diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama 

ketika transaksi berlangsung.
13

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait 

dengan barang yang diperjual belikan, diwajibkan barang itu ada, atau tidak 

ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk 

mengadakan barang itu.Barang tersebut juga dapat dimanfaatkan dan 

bermanfaat.Selain itu, barang tersebut juga merupakan milik seseorang.Untuk 

penyerahan barang, dapat dilakukan pada saat akad, maupun tidak pada saat 

akad, namun pada waktu yang telah ditentukan pada akad. Syarat-syarat nilai 

tukar (Harga Barang), Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai 

tukar (harga barang) dengan Harga yang disepakati kedua belah pihak harus 

jelas jumlahnya, Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum 

seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 

dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas dan 

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-

muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 

diharamkan oleh syara‟, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini 

tidak bernilai menurut syara‟.
14

 

                                                 
13

Azani, Basri, dan Nasution, 75–76. 
14

Azani, Basri, dan Nasution, 76–77. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait 

dengan nilai tukar yakni harga harus jelas jumlahnya, pembayaran harus jelas, 

apabila jual beli dengan tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan 

objek penukaran harus barang yang tidak diharamkan dalam Islam. Selain 

syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh 

juga mengemukakan syarat-syarat lain, Para ulama fiqh menyatakan bahwa 

suatu jual beli dianggap sah apabilaJual beli itu terhindar dari cacat, seperti 

kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas 

maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur 

paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual 

beli itu rusak, Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 

barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai 

penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-

menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.
15

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli itu telah 

sah apabila terhindar dari cacat, dan barang yang diperjualbelikan boleh 

langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual apabila benda 

itu merupakan benda bergerak.Sedangkan apabila barang tidak bergerak boleh 

dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan 

setempat.Syarat yang terkait dengan jual beli yaitu Jual beli baru boleh 

dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan 

jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau 
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Azani, Basri, dan Nasution, 77. 
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hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh 

dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan 

untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan 

akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual 

beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang 

diwakilinya.Jual beli seperti ini disebut Ba‟i Fudhuli.
16

 

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama 

fiqih.Ulama Madzhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual 

barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu 

ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa 

dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk 

membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat 

persetujuan dari orang yang diwakilinya.Menurut Ulama madzhab Syafi‟i dan 

Az Zahiri Ba‟i Fudhuli tidak sah sekalipun diizinkan orang yang 

mewakilkannya itu.
17

 

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, Para ulama 

fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu 

terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau 

membatalkan jual beli).Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, 

maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.
18

Jual beli 

sebagai bagian dari mu‟amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari 

Al-Qur‟an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma‟ ulama dan kaum muslimin. 
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Azani, Basri, dan Nasution, 77. 
17

Azani, Basri, dan Nasution, 77–78. 
18

Azani, Basri, dan Nasution, 78. 
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Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu‟amalah, akan tetapi menjadi salah 

satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama 

manusia. 

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:  

يُ هِيَ  طََٰ ٍۡ اْ لََ ٌقَُْهُْىَ إلََِّ كَوَب ٌقَُْمُ ٱلَّزِي ٌتَخََبَّطَُُ ٱلشَّ َْٰ بَ ٱلَّزٌِيَ ٌأَۡكُلُْىَ ٱلشِّ

 
ُۚ
اْ َْٰ بَ مَ ٱلشِّ حَشَّ َّ عَ  ٍۡ ٱُلۡبَ أحََلَّ ٱللَِّ َّ  

ْۗ
اْ َْٰ بَ عُ هِثۡلُ ٱلشِّ ٍۡ اْ إًَِّوَب ٱلۡبَ  ْ نُۡ قبَلُ لكَِ بأًََِِّ ٱلۡوَسُِّۚ رََٰ

هَيۡ عَبدَ  َّ  ِِۖ أهَۡشٍُُ ۥ إلِىَ ٱللََّّ َّ بِّۦَِ فٱًَتَِىََٰ فلَََُۥ هَب سَلفََ  ي سَّ عِظَتٞ هِّ ْۡ فوََي جَب ءٍَُۥ هَ

لذُِّىَ  بُ ٱلٌَّبسِِۖ ُنُۡ فٍِِبَ خََٰ ئكَِ أصَۡحََٰ
لََٰ  ّْ ُ  (٢٧٥,سْسة البقشة) ٢٧٥فأَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. 

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” 

 

2. Dasar dalam Al-Sunnah 

سُئِلَ النَّبُِّ صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قاَلَ عَمَلُ الرَّجُلِ 
رُوْرٍ   (رواه االبزار والحاكم(بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ

Artinya: “Nabi SAW pernahditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) 

apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; 

pekerjaan (usaha) seseorangdengantangannyadansetiapjualbeli yang 

baik.” (HR. Bazzardan al-Hakim) 

Hadits tentang jual beli di atas menerangkan bahwa pekerjaan yang 

paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis sendiri 

dengan menerapkan sikap jual beli Islam. 

 َ   َِلُّ ِ مْرٍِ   بَِيْعُ سِلَْ  ةً  َ ْ لَمُ أَ َّ ِ اَ َ ااةً ِ  َّ أَْ بَ رَهُ 
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Artinya: “Tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangan 

yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecuali ia beritahukan (kepada 

pembeli, -pent.).” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ath-Thabrani dalam al-

Kabir dan al-Hakim.)
19

 

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penimbangan Ikan  

Jualbelimerupakansalahsatubentukkegiatanekonomiyanghakikatnyaada

lahsalingtolong-menolong sesama manusiadenganketentuan hukumnya telah 

diaturdalam syariatIslam.Allah Swt telahmenjelaskan dalam al-Qur'an dan 

Nabi Saw dalam hadits-haditsnya telahmemberikan batasan-batasan yang jelas 

mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal 

yang diperbolehkan dan yangdilarang. 

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia 

sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan 

jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan 

sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama sukadiantara kedua 

belah pihak.
20

 Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam 

masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu‟amalah.Seorang muslim 

dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam 

beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.
21

 

Berdasarkan salah satu pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak 

wahyu pada saat penimbangan ikan yang terjadi di Tempat budidaya Ikan 
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Syaikh al-Albani, Shahih At-Targhib Wat Tarhib, (Jakarta, 2002), 1775. 
20

 Haris Faulidi Asnawi, TransaksiE-CommercePerspektif Islam, (Yogyakarta: Insani 

Press, 2004), 73-76. 
21

YusufQardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa: HM. Mu'ammal Hamidy, 

(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980), 359 
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milik bapak wahyu didesa Ganjar asri kec.Metro barat, sering kali para 

peternak dan bakul melakukan praktik jual beli dengan cara di timbang secara 

berkali-kali tetapi pada saat melakukan penimbangan dikurangi timbangan 

sebesar 5 kg sampai 18 kali timbangan berulang-ulang. Sehingga membuat 

para peternak ikan sering kali menimbulkan kerugian sebelah pihak yang tidak 

menguntungkan bagi para peternak dikarenakan disetiap timbangannya 

dikurangi 5kg. hal tersebut tidak dapat dibantah para petani budidaya ikan 

karena pengurangan 5 kg setiap timbangan sudah menjadi budaya dalam 

transaksi jual beli ikan petani dengan alasan pengurang 5 kg tersebut untuk 

pengurangan berat keranjangan dan pengurangan kadar air saat proses 

penimbangan. 

Pernyataan tersebut jika dalam hukum Islam dimana Jual beli ikan 

dalam kolam menurut hukum Islam sebenarnya boleh karena objek yang 

dijual ialah ikan dan bukan objek atau benda yang najis dan haram.Tetapi 

terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli ikan dalam kolam yaitu adanya unsur 

merugikan sebelah pihak atau tidak ada kesetaraan dalam transaksi dimana 

adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah ikan. Islam sangat menekankan 

pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan 

benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, Islam mengajarkan setiap muslim 

melakukan kegiatan perdagangan agar bersikap jujur dan adil. Maka sikap ini 

akan menjadi landasan keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan 

dengan ukuran yang tepat dan standaryangbenar-benar harus diutamakan.
22

 

                                                 
22

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 68-69. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti 

dalamjudul skripsi “Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro Ditinjau 

Dari Hukum Ekonomi Syari‟ah (Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro), 

maka dapat disimpulkan:  

1. Praktik jual beli Ikan pada kolam dipeternakan budidaya ikan mengandung 

unsur tidak adanya kesepakat antar kedua belah pihak, yang mana dari 

pihak petani atau pembudidaya ikan merasa tidak sepakat terhadap sistem 

jual beli tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada salah satu 

pihak dan menguntungkan sebalah pihak. 

2. Tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro 

adalah tidak diperbolehkan atau batil hal ini dikarenakan salah satu syarat 

jual beli yaitu barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung 

terkadang tidak terpenuhi, karena dalam jualbeli dengan sistem langsung 

diserok dan dimasukkan di dalam box sehingga hanya bisa dilihat dari 

jumlah berat tetapi tidak tahu sesuai atau tidak jumlahnya. Selainitu di 

dalamnya terkandung unsur gharar serta menguntungkan salah satu pihak 

dan merugikan pihak lain, sehingga jualbeliinidilarang dalam Islam. 
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B. Saran 

1. Hendaknya pengelola peternak ikan lebih memperhatikan system akad 

menurut hukum ekonomi Islam, seperti pada umumnya adalah berapa 

jumlah ikan yang di dapat baru dibayar sesuai timbangan.Sehingga 

diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan 

dan tidak mengalami kerugian.  

2. Untuk pembeli, sebelum mengadakan akad jual beli terlebih dahulu 

sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek 

jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, dan dapat 

bernegosiasi sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya 

sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian diantara kedua 

belah pihak. 
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI DI KOTA METRO  

DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus Petani Ikan Di Kota Metro) 

 

 

A. Wawancara  

1. Wawancara dengan tiga (3) penjual ikan dikota metro. 

a. Sudah berapa lama bapak berjualan ikan konsumsi? 

b. Ikan jenis apa yang bapak jual ? 

c. Bagaimana cara bapak memasarkan ikan terssebut kepada konsumen ? 

d. Untuk proses jual belinya apakah ada penetapan harga  dan penawaran 

harga ? 

e. Dalam berjualan ikan konsumsi bapak menjual ikan dengan sistem 

timbang kiloan atau per boks? 

f. Jika ditimbang seperti apa perhitungannya ? 

g. Apakah ikan konsumsi yang Bapak jual milik sendiri atau 

menjualkan milik orang lain? 

h. Ada berapa kolam ikan konsumsi yang bapak punya? 

i. Dalam setahun berapa kali bapak panen ikan? 

j. Rata-rata pembeli ikan konsumsi dari wilayah mana saja? 

k. Dalam berjualan ikan konsumsi apakah ada tawar menawar 

antara penjual dan pembeli? 

l. Berapakah untuk rata-rata harga ikan konsumsi yang bapak 

jual? 



 

 

m. Bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli dalam 

jual beli ikan konsumsi tersebut? 

n. Berapa harga ikan konsumsi yang bapak jual? 

o. Apakah bapak pernah rugi dalam penjualan ikan konsumsi? 

p. Dalam pembesaran ikan konsumsi apakah bapak pernah gagal panen? 

q. Berapa keuntungan yang bapak dapat saat penjualan ikan konsumsi? 

2. Wawancara dengan Pembeli ikan 

a. Sudah berapa lama bapak menjadi penampung ikan/bakul? 

b. Bagaimana cara bapak menemukan petani ikan untuk dikonsumsi 

Kembali ? 

c. Berapakah penawaran harga yang biasanya bapak sepakati dalam jual 

beli ikan antara petani ikan dan pembeli ikan ? 

d. Berapakah penetapan harga yang biasanya bapak sepakati dalam jual 

beli ikan antara petani ikan dan pembeli ikan ? 

e. Untuk pembelian jual beli ikan dengan cara ditimbang dibox atau 

perekor ? 

f. Dalam penimbangannya dengan cara seperti apa, kenapa seperti itu apa 

alasan bapak ? 

g. Apakah bapak menampung ikan sediri buat dijual atau bekerjasama 

dengan bakul lain? 

h. Berapa banyak saat bapak membeli ikan ke petani ikan? 

i. Bapak membeli ikan petani buat ditampung dari wilayah mana saja? 

j. Bagaimana sistem bapak saat membeli ikan dari petani? 



 

 

k. Apakah bapak tau jika membeli ikan tidak sesuai timbangan di larang 

dalam agama islam? 

l. Berapa harga 1 kg ikan saat bapak membeli ikan ke petani? 

m. Bapak menjual ikan ke mana saja saat sudah membeli ikan dari petani? 

 

 

Mengetahui, 

Pembimbing 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag 

NIP. 19600918 198703 2 003 

 

Metro,   Desember 2022 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

 

Peneliti bernama Ariza Saputra, lahir pada tanggal 

28 Oktober 1999 di Desa Kenali Kecamatan Belalau 

Kabupaten Lampung Barat, dari pasangan Bapak Zamrul 

dan Ibu Yurni.Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 

bersaudara. 

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Kenali, lulus 

pada tahun 2011.Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di 

SMP Negeri 1 Belalau, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA 

Negeri 1 Belalalu, lulus pada tahun 2017.Selanjutnya peneliti melanjutkan 

pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah Fakultas Syariah IAIN Metro 

dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 


